BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Unsur yang meringakan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang
di terapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagai berikut :
a. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya
persidangan;
b. Terdakwa  mengakui  terus-terang dan  menyesali
perbuatannya;
c. Terdakwa belum pernah dihukum;

d. Permintaan maaf dari keluarga korban.

Di samping batasan keadaan meringankan dalam putusan-
putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan
pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan
dalam penjatuhan putusan. Dalam kasus yang melibatkan Mantan
Mentri Sosial secara Melawan Hukum yaitu dalam menggunakan Dana
Bantuan Darurat Kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau

yang di tetapkan untuk penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.
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Dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu Korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan Dana
Bantuan Pandemi Covid-19 untuk kepentingannya sendiri, yang

merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya atau dapat diberi
hukuman Mati, melihat dari hukuman Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

2. Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial bukan dasar
hukum yang meringankan terdakwa tindak pidana korupsi, karena
yang memberikan penjatuhan hukuman baik berat atau ringannya
suatu hukuman dapat di tentukan oleh Hakim dengan melihat
ketentuan-ketentuan pedoman dan aspek-aspek pemidanaan, yang
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3

Undang-undang pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Setiap kasus Tindak Pidana korupsi pemberian peringanan
hukuman kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi harus sesuai
dengan unsur-unsur meringankan dalam Kitap Undang-Undang
Hukum Pidana.

Dasar hukum vyang sudah menjadi patokan untuk dapat
memberikan hukuman kepada setiap tindak pidana harus
dijalankan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh peraturan
tersebut menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan apa yang

dilakukan oleh tindak pidana korupsi.
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